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Intisari 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Good 

Corporate Governance (GCG) pada sebuah negara, budaya nasional dan kondisi ekonomi 

suatu negara dengan tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara tersebut. Metode 

penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diterbitkan oleh transparancy international, 

indeks budaya dari hosftade insight, dan GDP per kapita dari worldbank. Data yang diambil 

dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Temuan dari penelitian 

ini menyimpulkan bahwa GCG dan kondisi ekonomi masih menjadi faktor penting dalam 

mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara. dengan dimasukkannya 

variabel budaya yang ada pada negara tersebut, efek GCG dan kondisi ekonimi pada 

korupsi menjadi tidak stabil pada berbagai tingkat signifikansi. Penelitian ini menjadikan 

budaya sebagai variable moderasi variabel GCG dan kondisi ekonomi terhadap tingkat 

korupsi sebuah negara. Penelitian menggunakan teori institusi dan teori agensi untuk 

meneliti antara GCG budaya serta teori segitiga kecurangan dalam meneliti korupsi dengan 

kondisi perekonomian pada suatu negara. 

Kata Kunci : Good Corporate Governance;Budaya Nasional;Kondisi Ekonomi, 

Korupsi 

 

 

 

  

 

  



ABIS: Accounting and Business Information System Journal 

Vol 11 No.1 (Februari 2023) 

 

 

101 

*Corresponding Author’s email: alif.nur.irvan@mail.ugm.ac.id 

ISSN: 2302-1500 

https://jurnal.ugm.ac.id/abis 

 

1. Pendahuluan 

Kecurangan merupakan hal 

yang banyak terjadi di masyarakat saat 

ini. Association of Certified Fraud 

Examiners, ACFE (2017) 

mendefinisikan kecurangan  sebagai 

tindakan melawan hukum yang 

dilakukan baik dengan sengaja ataupun 

dilakukan dengan tidak sengaja oleh 

seseorang untuk kepentingan dirinya 

sendiri dan merugikan banyak pihak 

lainya. Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) menjelaskan ada 3 

jenis kecurangan utama yang sering 

terjadi yaitu kecurangan pelaporan 

keuangan, kecurangan dalam 

penyalahgunaan aset, dan korupsi. 

Survei dari ACFE (2017) juga 

mengungkapkan bahwa sistem 

pengendalian anti fraud pada sebuah 

organisasi didominasi oleh sistem 

pengendalian internal serta tata kelola 

ataupun governance yang baik dalam 

perusahaan. Kebijakan manajemen 

tingkat atas mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam mendeteksi dan 

mencegah kecurangan yang terjadi. 

Dengan kata lain GCG sangat 

berpengaruh terhadap pencegahan dan 

pendeteksian sebuah kecurangan.  

Good Corporate Governance 

menurut OECD (The Organisation for 

Economic Co- Operation and 

Development) G20/OECD Principles 

of Corporate Governance (2015) adalah 

seperangkat peraturan yang akan 

membantu dalam membangun 

lingkungan bisnis yang dapat dipercaya, 

transparan, dan akuntabel yang 

diperlukan untuk mendorong investasi 

jangka panjang, stabilitas keuangan, 

dan integritas bisnis, sehingga dapat 

mendukung pertumbuhan yang lebih 

kuat dan masyarakat yang lebih 

inklusif. Selain itu G20/OECD 

Principles of Corporate Governance 

(2015) menyatakan bahwa dengan 

adanya penerapan Good Corporate 

Governance pada sebuah perusahaan, 

membuat lingkungan bisnis menjadi 

lebih sehat sehingga dapat mengurangi 

potensi terbentuknya lingkungan bisnis 

yang tidak sehat dimana terdapat 

potensi terjadinya kecurangan 

didalamnya.  

Beberapa literatur terdahulu 

telah memberikan hasil yang signifikan 

antara GCG dengan tingkat korupsi 

yang terjadi pada suatu negara. Hasil 

penelitian dari Sullivan, at al (2013) , 

Agyei-Mensah (2017), Morck et al., 

(2005) dan Li & Harrison (2008) 

menyatakan bahwa adanya GCG yang 

baik pada sebuah organisasi makan hal 
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itu dapat menurunkan tingkat korupsi 

yang terjadi pada sebuah negara. Selain 

tata kelola perusahaan penting dalam 

mengurangi tingkat korupsi yang 

terjadi, variabel lain perlu 

dipertimbangkan dalam hal mengurangi 

tingkat korupsi seperti budaya dan 

kondisi ekonomi (Kimbro, 2002).  

Menurut IMF (2020) kondisi 

ekonomi sebuah negara mengacu pada 

keadaan ekonomi yang berkaitan 

dengan permintaan penawaran, 

produksi barang dan jasa, 

ketenagakerjaan serta pendapatan per 

kapita pada suatu negara atau wilayah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sharma 

(2021), Bardhan (2006), (Treisman, 

2000)  dan  Getz & Volkema (2001) 

dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa korupsi banyak dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi dan juga keadaan 

sosial masyarakat. Negara berkembang 

lebih cenderung banyak terjadi tindak 

pidana korupsi dibandingkan dengan 

negara maju yang minim akan kasus 

korupsi di dalamnya.  

Selain dua faktor diatas, 

penyebab kasus korupsi yang terjadi 

dalam suatu negara sangat luas dan 

disebabkan oleh banyak faktor lain. 

Faktor lain yang memberikan dampak 

terhadap korupsi di suatu negara ialah 

norma sosial serta budaya yang ada 

dalam negara tersebut. Greif (1994) 

budaya nasional merupakan 

seperangkat norma dan keyakinan 

sosial yang membawa masyarakat ke 

sebuah keseimbangan tertentu. Adapun 

Chiu et al (2010) mendefinisikan 

budaya sebagai seperangkat nilai, 

norma, dan kepercayaan yang terbentuk 

dari sekelompok orang. Hofstede 

(2011) mendefinisikan budaya sebagai 

pemrograman mental kolektif dari 

pikiran manusia yang membedakan 

antar satu kelompok orang dengan 

kelompok yang lainnya.  

Kondisi budaya masyarakat 

dalam sebuah perusahaan dan negara 

dapat menentukan seberapa besar 

tingkat korupsi itu terjadi. Fenomena ini 

terjadi dikarenakan budaya masyarakat 

dalam sebuah negara dapat 

mempengaruhi fenomena sosial pada 

kelompok masyarakat yang tinggal 

pada negara tersebut (Seleim & Bontis, 

2009). Selain itu House et al. (2002) 

Achim (2016) dan Park (2003)  

menyatakan bahwa setengah dari 

tingkat korupsi di sebuah negara dapat 

dijelaskan berdasarkan budaya negara 

tersebut. Temuan ini menunjukkan 

bahwa budaya nasional dapat 
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membantu menjelaskan tingkat korupsi 

dari masing-masing negara  

Sebagian besar dari penelitian 

diatas hanya melihat hubungan 

langsung antara  GCG, kondisi 

perekonomian, serta budaya terhadap 

tingkat korupsi yang terjadi pada 

sebuah negara. Penelitian ini akan 

menggunakan budaya sebagai variabel 

moderasi yang akan memoderasi 

hubungan antara GCG terhadap tingkat 

korupsi yang terjadi pada sebuah 

negara. Hal ini dikarenakan pada 

dasarnya tata kelola organisasi yang 

baik tidak bisa lepas dari budaya 

nasional yang ada dalam sebuah negara 

(Li & Harrison, 2008). Selain itu, 

penelitian ini juga akan menjadikan 

budaya sebagai variabel moderasi 

antara kondisi perekonomian dan 

tingkat korupsi yang terjadi pada 

sebuah negara yang melengkapi 

penelitian dari (Getz & Volkema, 

2001). Dengan menjadikan budaya 

sebagai variabel moderasi, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran lebih luas terhadap tingkat 

korupsi yang terjadi pada sebuah 

negara. 

1. Teori dan tinjauan pustaka 

a. Teori keagenan 

Teori keagenan adalah prinsip 

yang digunakan untuk menjelaskan 

dan menyelesaikan masalah dalam 

hubungan antara pemilik bisnis dengan 

manajemen ataupun pemerintah 

dengan rakyat yang ada pada sebuah 

negara. Masalah ini dapat terjadi ketika 

seseorang (principal) mempekerjakan 

orang lain dan mendelegasikan tugas, 

wewenang dan pengambilan keputusan 

kepada agen (Michael & Meckling, 

1976).  

Agen dikatakan gagal untuk 

dapat memenuhi kepentingan prinsipal 

(publik) ketika agen menyalahgunakan 

kapasitasnya sebagai pejabat publik 

atau pegawai perusahaan untuk 

memenuhi keuntungan pribadi. 

Masalah ini terjadi karena prinsipal dan 

agen belum tentu memiliki 

kepentingan yang sama. Inti yang 

mendasari teori principal-agent adalah 

fakta bahwa prinsipal dan agennya 

sama-sama berharap untuk 

memaksimalkan wewenang mereka 

sendiri (Jensen & Meckling, 1976).  

b. Fraud Triangle Theory 

Fraud triangle theory atau 

sering disebut dengan teori segitiga 

kecurangan merupakan sebuah teori 

yang di kembangkan sorang 

kriminolog yang meneliti tentang 
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white-collar crime yang bernama 

Donald Cressey. Cressey (1953) 

berteori tentang tiga komponen sebagai 

faktor yang mendasari untuk 

menjelaskan motivasi dibalik 

keputusan individu untuk melakukan 

kecurangan. Komponen-komponen 

tersebut, seperti “tekanan”, 

“kesempatan” dan “rasionalisasi”.  

Menurut  Albrecht et al. (2009) 

menyatakan bahwa tekanan yang 

dirasakan seseorang dapat dihasilkan 

dari berbagai keadaan, tetapi sering 

kali melibatkan tekanan terhadap 

kebutuhan keuangan. Tekanan 

keuangan memiliki dampak besar pada 

motivasi karyawan dan dianggap 

sebagai jenis tekanan yang paling 

umum. Secara khusus, sekitar 95% dari 

semua kasus penipuan telah 

dipengaruhi oleh tekanan keuangan. 

Kesempatan dalam hal mirip dengan 

tekanan yang dirasakan karena 

kesempatan tidak harus terlihat secara 

jelas. Pelaku kecurangan hanya harus 

percaya atau merasakan bahwa 

peluang itu ada. Dalam kebanyakan 

kasus, semakin rendah risiko 

tertangkap, semakin besar 

kemungkinan penipuan akan terjadi 

(Cressey 1953). Selain itu Vona, 

(2008) berpendapat bahwa dalam 

melakukan kecurangan, seseorang 

harus memiliki akses ke aset atau 

mengelola prosedur kontrol yang 

memungkinkan untuk bisa menjadi 

sebuah kecurangan. Posisi seseorang, 

serta tanggung jawab dan 

wewenangnya, juga berkontribusi pada 

peluang untuk melakukan tindak 

kecurangan. Elemen ketiga dari teori 

ini adalah rasionalisasi. Konsep ini 

menunjukkan bahwa pelaku harus 

merumuskan beberapa jenis 

rasionalisasi yang dapat diterima 

secara moral sebelum terlibat dalam 

perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi 

mengacu pada pembenaran bahwa 

perilaku tidak etis adalah sesuatu selain 

kegiatan kriminal. (Cressey, 1953).  

Pada dasarnya, rasionalisasi adalah 

keputusan sadar oleh pelaku untuk 

menempatkan kebutuhannya di atas 

kebutuhan orang lain. Proses 

keputusan etis bervariasi menurut 

individu, budaya, dan pengalaman 

(Vona, 2008).  

c. Penelitian terdahulu 

Terdapat banyak penelitian 

yang meneliti tentang dampak GCG, 

kondisi perekonomian dan budaya 

terhadap tingkat korupsi yang terjadi 

pada sebuah negara. Beberapa 

penelitian terkait GCG dengan tingkat 
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korupsi yang terjadi pada sebuah 

negara antara lain penelitian Agyei-

Mensah, (2017)  Boateng et al.( 2021)  

dela Rama, (2012),  Fu, (2019), dan  

Sullivan et al, (2013). dari beberapa 

penelitian ini memberikan bukti 

empiris bahwasanya GCG dapat 

mengurangi tingkat korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara. Selain itu 

pengutan internal dalam organisasi 

juga menjadi salah satu kunci utama 

dalam mengurangi tingkat korupsi 

yang terjadi.  

Selain itu, penelitian terkait 

kondisi perekonomian terhadap tingkat 

koruspi yang terjadi pada sebuah 

negara telah dilakukan oleh Getz & 

Volkema, (2001), Kimbro, (2002), 

Omidi et al. (2017), Saha & Gounder, 

(2013), Sharma & Paramati, (2021), 

dan Wraith & Simpkins, (2012). Pada 

penelitian sebelumnya ini peneliti 

menyatakan bahwa kondisi 

perkonomian sebuah negara sangatlah 

erat hubunganya dengan tiangkat 

koruspi yang terjadi pada sebuah 

negara. Negara dengan tingkat 

perekonomian yang rendah cenderung 

memiliki tingkat korupsi yang tinggi 

daripada negara dengan tingkat 

perekonomian yang tinggi yang 

memiliki tingkat korupsi yang 

cenderung rendah.  

Adapun budaya juga telah 

banyak diteliti untuk mengukur tingkat 

korupsi yang terjadi pada sebuah 

negara. Penelitian terdahulu dari 

(Achim, (2016), Boateng et al. (2021), 

Fischer et al. (2014), Getz & Volkema, 

(2001) Mensah, (2014), Park, (2003),  

dan Seleim & Bontis, (2009).  dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa budaya masih 

memjadi faktor dalam 

menggambarkan tingkat korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara. Hal ini 

dikarenakan terjadinya korupsi 

bukanlah sekedar fenomena ekonomi 

tetapi femonena social sehingga 

budaya masih memegang peran 

penting didalamnya.  

d. Hipotesis penelitian 

1. Pengaruh good corporate 

governance terhadap tingkat 

korupsi sebuah negara 

Dalam menjalankan organisasi, 

perusahaan, maupun pemerintahan 

sangat lekat dengan teori agensi yang 

menjelaskan tentang perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal. 

Dalam hal ini,  hal yang mendasari 

agensi teori adalah fakta bahwa 

prinsipal dan agen sama-sama berharap 
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untuk memaksimalkan utilitas mereka 

(Jensen & Meckling, 1976). Hal inilah 

yang mendasari adanya praktik GCG 

dalam perusahaan, organisasi maupun 

pemerintahan perlu dilakukan. 

GCG adalah sebuah struktur dan 

proses bagaimana dan kemana sebuah 

organisasi atau perusahaan itu 

dikendalikan dan diarahkan. Selain itu, 

GCG ini menyediakan  mekanisme 

kontrol antara perusahaan dengan 

pemangku kepentingan. Menurut 

Sullivan et al. (2013) empat prinsip tata 

kelola perusahaan yang  baik terdiri dari 

transparansi, akuntabilitas, keadilan 

(fairness), dan tanggungjawab. Dengan 

adanya 4 unsur ini, maka segala tindak 

kecurangan termasuk dengan korupsi 

tidak terjadi. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Agyei-Mensah 

(2017) dan Farber (2005) yang 

membuktikan bahwa negara dengan 

tingkat tata kelola yang baik lebih 

cenderung sedikit terjadi tindak pidana 

korupsi dibandingkan dengan negara 

dengan tingkat tata kelola yang rendah.  

Dengan adanya praktik tata 

kelola organisasi yang baik yang 

diterapkan dalam sebuah perusahaan 

maka akan dapat meningkatkan kinerja 

manajemen dan perusahaan serta dapat 

mengurangi tingkat korupsi yang 

terjadi. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan tata kelola perusahaan 

yang baik akan menumbuhkan 

transparansi, akuntabilitas, keadilan 

dan tanggungjawab sehingga dapat 

menciptakan lingkungan perusahaan 

yang jauh dari praktik-praktik yang 

tidak etis termasuk didalamnya praktik 

korupsi. Dari penjelasan diatas 

penelitian ini akan mengambil hipotesis 

sebagai berikut:  

H1: Good Corporate Governance 

berpengaruh negatif terhadap 

tingkat korupsi yang terjadi pada 

sebuah negara. 

2. Pengaruh kondisi perekonomian 

terhadap tingkat korupsi sebuah 

negara 

Pendapatan per kapita dari 

sebuah negara secara umum masih 

menjadi penyebab terjadinya 

kecurangan pada sebuah negara. 

Secara teori kecurangan atau korupsi 

sangat erat dengan teori keagenan yang 

melekat pada pemerintah dan rakyat 

yang ada pada suatu negara. Banyak 

negara dengan pendapatan rendah 

menjadi lebih rentan terhadap korupsi 

daripada negara dengan pendapatan 

yang tinggi (Omidi et al. 2017). hal ini 

dapat dikarenakan para aparat negara 

di negara berpenghasilan rendah 
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menerima upah yang tidak mencukupi, 

sehingga menyebabkan mereka dapat 

berbuat kecurangan dan bisa saja 

berbuat korupsi dan melegalkan tindak 

penyuapan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka (Leys, 1965). 

Beberapa literatur telah banyak 

membahas tentang bagaimana dampak 

kondisi perekonomian serta GDP dari 

sebuah negara terhadap kecurangan 

yang terjadi pada sebuah negara antara 

lain Saha & Gounder, (2013), Bai et al. 

(2013) dan Kim et al. (2017) dan 

(Sharma & Paramati, 2021). Pada 

penelitian diatas telah banyak dibahas 

bagaimana dampak dari perekonomian 

sebuah negara terhadap tingkat korupsi 

yang terjadi pada sebuah negara. 

Adapun Bardhan (2006) yang 

menyatakan bahwa negara dengan 

tingkat (PDB) yang lebih rendah lebih 

cenderung mempunyai perilaku lebih 

korup daripada negara dengan tingkat 

PDB yang lebih tinggi. 

Negara dengan tingkat 

perekonomian yang rendah akan 

cenderung lebih banyak terjadinya 

korupsi dibandingkan dengan negara 

dengan tingkat perekonomian yang 

tinggi. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan kebutuhan perekonomian 

masyarakat di negara tersebut dapat 

terpenuhi dan terbagi secara merata 

sehingga menyebabkan adanya 

tekanan finansial yang mendorong 

seseorang berbuat tindak kecurangan. 

Hal ini sejalan dengan teori segitiga 

kecurangan yang menyebutkan bahwa 

terdapat 3 sebab seseorang melakukan 

kecurangan yaitu kesempatan, 

rasionalisasi dan tekanan (Cressey, 

1953). Selain itu, terdapat biaya yang 

harus dikeluarkan dalam mengurangi 

korupsi. Dari penjelasan diatas maka 

penelitian ini mengambil hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H2: Kondisi perekonomian 

sebuah berpengaruh negatif 

terhadap tingkat korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara 

2. Budaya nasional memoderasi 

hubungan antara Good 

Corporate Governance dan 

tingkat korupsi suatu negara. 

Pada teori kecurangan yang 

terjadi pada sebuah orgasnisasi, salah 

satu penyebab terjadinya kecurangan 

pada organisasi didominasi dengan 

adanya konflik kepentingan yang erat 

kaitanya dengan teori keagenan yang 

melekat pada pemerintah, rakyat, 

organisasi, serta pemangku 

kepentingan. Masalah ini terjadi karena 

prinsipal dan agen belum tentu 
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memiliki kepentingan yang sama. Inti 

yang mendasari teori principal-agent 

adalah fakta bahwa prinsipal dan 

agennya sama-sama berharap untuk 

memaksimalkan wewenang mereka 

sendiri (Jensen & Meckling, 1976).  

Adapun budaya adalah 

komponen tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungan di mana bisnis beroperasi. 

Isu utama dalam operasional bisnis 

yang beroperasi diberbagai negara 

adalah memahami, dan mungkin 

beradaptasi dengan, budaya yang 

berbeda. Untuk bisnis internasional, 

budaya penting karena mempengaruhi 

perilaku individu dan organisasi. Dalam 

studi korupsi, nilai-nilai budaya penting 

karena mempengaruhi keputusan 

tentang apakah akan terlibat dalam 

transaksi korupsi. Meskipun dalam 

beberapa penelitian menyatakan bahwa 

korupsi hanyalah masalah budaya, 

memang benar bahwa di beberapa 

budaya ada norma-norma sosial yang 

dapat menyebabkan individu kurang 

menekankan pada pencegahan korupsi 

(Tanzi, 1994).  

Hofstede, (2001) 

menggambarkan budaya Power 

distance  merupakan salah satu budaya 

yang berhubungan dengan pekerjaan, 

yang dapat mempengaruhi terjadinya 

korupsi. Budaya power distance pada 

sebuah negara digambarkan sebagai 

sebuah ketidaksetaraan dalam sebuah 

pendistribusian kekuasaan dalam 

organisasi. Hal ini erat dengan 

organisasi yang menginginkan 

kekuasaan yang dibagi dengan tidak 

merata ataupun hanya terhadap orang-

orang tertentu sehingga kesenjangan 

terjadi didalamnya (Hofstede, 

2011).  Semakin besar jarak kekuasaan, 

semakin kecil kemungkinan individu 

akan menentang otoritas dan aturan, 

yang mungkin mengarah pada tingkat 

korupsi yang tinggi (Mensah, 2014). 

Adanya mekanisme tata kelola 

organisasi yang baik dan benar yang 

berpegang teguh terhadap prinsip 

akuntabilitas, transparansi, tanggung 

jawab dan keadilan dan diperkuat 

dengan adanya budaya jarak kekuasaan 

yang rendah sebuah negara maka 

tingkat korupsi yang terjadi akan 

menurun. 

Dalam budaya individualis, 

Hofstede, (2001) menggambarkan 

budaya individualism merupakan salah 

satu budaya yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yang dapat mempengaruhi 

terjadinya korupsi. Dalam dimensi 

budaya individualis, budaya ini dikenal 

dengan adanya kesenjangan antar 
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individu satu sama lain dalam tatanan 

masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat 

individualis yang sangat erat dengan 

kesendirian yang lebih peduli dengan 

dirinya sendiri. Kyriacou (2016) 

menyatakan dalam budaya 

individualism seseorang ataupun 

masyarakat akan bergerak berdasarkan 

norma dan tindakan yang objektif yang 

diterima secara umum. 

Adanya persyaratan tata kelola 

yang baik untuk kepentingan pemangku 

kepentingan, maka individualisme 

sangatlah dibutuhkan dalam 

menjalankan tata kelola organisasi yang 

baik dalam kaitannya mengurangi 

tingkat korupsi yang terjadi di sebuah 

negara. Maka semakin baik corporate 

governance di sebuah negara didukung 

dengan tingginya budaya 

individualisme yang ada pada sebuah 

negara maka hal ini akan menurunkan 

tingkat korupsi yang terjadi pada 

sebuah negara. Hal ini dikarenakan sifat 

individualis cenderung memikirkan 

dirinya sendiri tanpa harus memikirkan 

orang-orang yang ada di sekitar mereka 

seperti saudara ataupun keluarga yang 

akan memicu praktik nepotisme yang 

akan berdampak tidak sehat terhadap 

tata kelola organisasi. 

Masculinity menurut Hofstede, 

(2001) mengacu pada sejauh mana 

nilai-nilai seperti ketegasan, agresi dan 

daya saing dihargai. Dalam budaya 

maskulin, kesuksesan diukur dengan 

pencapaian yang diciptakan atau 

diperoleh (Geert Hofstede, 2011). 

Ketegasan yang merupakan 

karakteristik dari budaya maskulin 

membuat budaya yang berisikan moral 

akan lebih dijunjung (Getz & Volkema, 

2001). Sedangkan GCG adalah sebuah 

struktur dan proses bagaimana dan 

kemana sebuah organisasi atau 

perusahaan itu dikendalikan dan 

diarahkan. Dengan penerapan corporate 

governance yang baik maka akan 

mengharuskan organisasi untuk bisa 

memberikan hal terbaik dan akuntabel 

serta transparansi informasi untuk 

semua pemegang kepentingan (Agyei-

Mensah, 2017). Vitell et al. (1993) 

mencatat bahwa budaya yang dicirikan 

oleh maskulinitas cenderung kurang 

sensitif terhadap masalah moral. (Davis 

& Ruhe, 2003). 

Dengan tingginya budaya 

maskulinitas yang cenderung memiliki 

ketegasan, daya saing tinggi, dan 

agresif membuat praktik GCG dalam 

sebuah organisasi bisa berjalan dengan 

baik sehingga dapat mengurangi tingkat 
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korupsi yang terjadi pada sebuah 

organisasi. Maka dari itu, atas dasar 

pemaparan diatas penelitian ini 

menyimpulkan bahwa dengan 

tingginya budaya maskulinitas yang ada 

pada sebuah perusahaan akan 

memperbaiki praktik GCG yang ada 

sehingga menjadikan tingkat korupsi 

yang terjadi akan cenderung menurun. 

Uncertainty avoidance (UAI) 

atau penghindaran ketidakpastian 

merupakan sebuah budaya masyarakat 

yang bisa diartikan dengan tingkat 

toleransi dari masyarakat atas hal-hal 

yang mengandung ambiguitas. Hal ini 

menandakan adanya masyarakat yang 

merasa sebuah ketidaknyamanan 

terhadap situasi yang tidak tertata dan 

tidak terstruktur (Geert Hofstede, 

2011).  Dalam budaya ini masyarakat 

erat dengan menjauhi kemungkinan 

yang buruk yang menyimpang terhadap 

hukum maupun keyakinan atas sebuah 

kebenaran. Getz & Volkema (2001) 

menyatakan Penghindaran 

ketidakpastian (UAI) adalah sejauh 

mana seseorang dalam masyarakat 

menoleransi penyimpangan dan risiko.   

Dalam masyarakat dengan 

budaya penghindaran ketidakpastian 

yang tinggi, anggota masyarakat lebih 

cenderung merasa tidak nyaman dalam 

menghadapi situasi yang tidak terduga 

karena mereka cenderung lebih 

menyukai stabilitas dan institusi yang 

kuat. Boateng et al. (2021) dalam tata 

kelola organisasi ketidakpastian 

memegang peran penting dalam 

kaitannya mencegah tindak korupsi 

yang terjadi didalam organisasi. Dalam 

kaitannya dengan korupsi yang terjadi 

di sebuah negara, maka semakin tinggi 

uncertainty avoidance akan 

meningkatkan tingkat korupsi yang ada 

pada negara tersebut. Dengan begitu, 

tata kelola organisasi dengan 

penghindaran ketidakpastian yang 

tinggi akan meningkatkan korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara. 

Hofstede, (2001) 

menggambarkan budaya long-term 

orientation merupakan salah satu 

budaya yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yang dapat mempengaruhi 

terjadinya korupsi. Budaya dan 

kebiasaan yang berorientasi jangka 

panjang merupakan sifat yang selalu 

memikirkan dan berperilaku untuk 

mendapatkan sesuatu di masa yang 

akan datang. Hal ini erat kaitannya 

dengan keuntungan yang akan 

dihasilkan dan dinikmati dimasa yang 

akan datang (Hofstede, 2011). Orientasi 

jangka panjang atau long-term 
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orientation  mengukur hubungan antara 

masa lalu, sekarang dan masa depan. 

Masyarakat dengan tingkat orientasi 

jangka panjang yang tinggi dituntut 

untuk dapat beradaptasi dengan 

perubahan dan hal-hal baru dengan 

cepat dan lebih mungkin untuk 

menantang dimasa yang akan datang 

(Mensah, 2014).  

Achim (2016) menjelaskan 

bahwa negara dengan budaya yang 

cenderung berorientasi terhadap jangka 

panjang menunjukkan tingkat korupsi 

yang tinggi. Hal ini dikarenakan 

masyarakat cenderung memikirkan 

masa depan mereka untuk bisa hidup 

dengan baik. Boateng et al. (2021) 

berpendapat bahwa dengan masyarakat 

yang cenderung memikirkan jangka 

panjang akan berdampak pada tata 

kelola organisasi yang ada sehingga 

memunculkan perilaku untuk 

melakukan hal-hal yang tidak etis.  

Dari pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dengan budaya 

masyarakat yang cenderung 

berorientasi jangka panjang dan 

menginginkan kehidupan yang baik 

dimasa akan datang akan menimbulkan 

dampak yang negatif terhadap tata 

kelola organisasi. Hal ini dikarenakan 

seseorang bisa saja tidak mematuhi tata 

kelola perusahaan yang baik hanya 

karena ingin memiliki kehidupan yang 

baik dimasa yang akan datang sehingga 

menyebabkan seseorang tersebut 

melakukan tindakan yang menyalahi 

hukum termasuk melakukan korupsi. 

Hofstede, (2001) 

menggambarkan budaya uncertainty 

avoidance merupakan salah satu budaya 

yang berhubungan dengan pekerjaan, 

yang dapat mempengaruhi terjadinya 

korupsi. Budaya indulgensi merupakan 

sebuah budaya yang erat dengan sebuah 

kebebasan dimana masyarakat 

mempunyai kebebasan dalam 

melakukan sesuatu yang membuat 

mereka merasa puas dan senang. 

Sebaliknya, pengekangan identik 

dengan pembatasan terhadap sesuatu 

yang membuat individu tidak bisa 

berbuat sesuai yang ia inginkan 

(Hofstede, 2011). Indulgence versus 

restraint (IVR) adalah ukuran 

terpenuhinya kebahagiaan seseorang 

yang ada dalam masyarakat. Sebuah 

masyarakat dengan tingkat indulgensi 

yang tinggi memungkinkan anggotanya 

untuk secara bebas menikmati hidup 

dan mengendalikan hidup mereka 

sendiri, sedangkan tingkat indulgensi 

yang rendah membatasi tingkat 

kesenangan dan kehidupan masyarakat 
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(Achim, 2016). Negara dengan tingkat 

kebebasan yang tinggi cenderung 

mempunyai tingkat penyimpangan 

terhadap perilaku etis yang rendah 

(Achim, 2016). Dengan tingkat 

Indulgence  yang rendah pada sebuah 

negara maka akan memungkinkan 

terjadinya korupsi pada negara tersebut 

akan berkurang. 

Untuk menguji efek moderasi 

dimensi budaya pada hubungan antara 

CG dan korupsi, kami mengusulkan 

hipotesis berikut: 

H3a: Power distance memperlemah 

hubungan negatif antara corporate 

governance dan tingkat korupsi 

yang terjadi di sebuah negara.  

H3b: Individualism memperkuat 

hubungan negatif antara corporate 

governance dan tingkat korupsi 

yang terjadi di sebuah negara. 

H3c: Masculinity memperkuat 

hubungan negatif antara corporate 

governance dan tingkat korupsi 

yang terjadi di sebuah negara. 

H3d: Uncertainty avoidance 

memperlemah hubungan negatif 

antara corporate governance dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara. 

H3e: Long-term orientation 

memperlemah hubungan negatif 

antara corporate governance dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara. 

H3f: Indulgence secara 

memperlemah hubungan negatif 

antara corporate governance dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara 

3. Budaya nasional memoderasi 

hubungan antara kondisi 

perekonomian  dan tingkat 

korupsi sebuah  negara. 

Pendapatan per kapita dari 

sebuah negara secara umum masih 

menjadi penyebab terjadinya 

kecurangan pada sebuah negara. 

Banyak negara dengan pendapatan 

rendah menjadi lebih rentan terhadap 

korupsi daripada negara dengan 

pendapatan yang tinggi (Omidi et al. 

2017). hal ini dapat dikarenakan para 

aparat negara di negara berpenghasilan 

rendah menerima upah yang tidak 

mencukupi, sehingga menyebabkan 

mereka dapat berbuat kecurangan dan 

bisa saja berbuat korupsi dan 

melegalkan tindak penyuapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka 

(Leys, 1965). Dengan adanya 

penyuapan dan korupsi yang terjadi di 

kalangan atas ini yang menyebabkan 

harga produktivitas menjadi mahal 
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sehingga rakyat menjadi korban dalam 

hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

teori segitiga kecurangan yang 

menjadikan tekanan keuangan menjadi 

salah satu faktor seseorang melakukan 

kecurangan. 

Kondisi perekonomian suatu 

negara dapat menggambarkan banyak 

hal termasuk didalamnya korupsi yang 

terjadi pada negara tersebut. Hal ini 

sejalan dengan penelitian dari Sharma 

& Paramati (2021) yang menyatakan 

bahwasanya kondisi perekonomian dan 

keuangan dari sebuah negara 

mempunyai hubungan yang erat dengan 

kasus korupsi yang terjadi pada negara 

tersebut. Selain itu, budaya juga 

menjadi faktor penting dalam 

menggambarkan korupsi yang terjadi 

pada sebuah negara hal ini telah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian 

yang menyatakan bahasawannya 

budaya menjadi mempunyai peran 

penting dalam mengatasi tingkat 

korupsi yang terjadi  Scholl & 

Schermuly (2020), Achim (2016), Park 

(2003), Getz & Volkema (2001).  

Disisi lain, budaya adalah 

komponen yang tidak bisa dipisahkan 

dari lingkungan di mana bisnis 

beroperasi. Dalam studi korupsi, nilai-

nilai budaya penting karena 

mempengaruhi keputusan tentang 

apakah akan terlibat dalam transaksi 

korupsi. Meskipun terdapat beberapa 

mitos bahwa korupsi hanyalah masalah 

budaya, tetapi jika dilihat lebih dalam 

terdapat bukti bahwa di beberapa 

budaya ada norma-norma sosial yang 

dapat menyebabkan individu kurang 

menekankan pada pencegahan korupsi 

(Tanzi, 1994). 

Hofstede, (2001) 

menggambarkan salah satu dimensi 

budaya yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yang dapat mempengaruhi 

terjadinya korupsi adalah power 

distance. Budaya jarak kekuasaan 

adalah sejauh mana hierarki sosial yang 

kaku lebih disukai dan dipertahankan 

dalam suatu budaya. Dalam budaya 

jarak kekuasaan tinggi, orang percaya 

bahwa ada pemisahan yang tepat dan 

tidak dapat dijembatani antara kelas 

sosial ekonomi (Getz & Volkema, 

2001). Dengan adanya hierarki yang 

terjadi pada pemerintahan, sektor 

swasta dan lain sebagainya maka akan 

memunculkan ketidaksetaraan dalam 

perekonomian sehingga akan 

menimbulkan sebuah pemerasan dan 
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tindak yang tidak sesuai dengan norma 

yang berlaku.  

Dengan tingginya hierarki 

kekuasaan dan keinginan dalam 

pendistribusian kekuasaan yang tidak 

merata maka akan menimbulkan 

banyak potensi penyimpangan yang 

terjadi. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan Sebagian kelompok ingin 

menikmati kekuasaan sehingga dapat 

menguntungkan diri sendiri. Atas dasar 

inilah maka dapat disimpulkan bahwa 

kondisi perekonomian dan tingkat jarak 

kekuasaan yang tinggi akan 

meningkatkan tingkat korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara. 

Dalam dimensi budaya 

individualis, budaya ini dikenal dengan 

adanya kesenjangan antar individu satu 

sama lain dalam tatanan masyarakat. 

Hal ini mencerminkan sifat individualis 

yang sangat erat dengan kesendirian 

yang lebih peduli dengan dirinya 

sendiri. Lain daripada itu, karakteristik 

kolektivitas adalah karakter dari 

masyarakat yang menunjukkan adanya 

ikatan erat antar satu individu dengan 

individu lainnya. (Geert Hofstede, 

2011). Kyriacou (2016) menyatakan 

dalam budaya Individualism seseorang 

ataupun masyarakat akan bergerak 

berdasarkan norma dan Tindakan yang 

objektif yang diterima secara umum. 

Sedangkan collectivism  akan sedikit 

sulit untuk menerapkan dan 

menjalankan peraturan yang diterima 

secara umum. Konsekuensi dari budaya 

ini adalah munculnya nepotisme, dan 

tindakan yang tidak sesuai dengan 

norma yang berlaku.  

Getz & Volkema (2001) 

menyatakan bahwa kemakmuran 

ataupun kemajuan ekonomi sebuah 

negara yang didukung dengan 

individualisme yang tinggi akan 

mendorong individu untuk melakukan 

perilaku yang tidak etis secara kolektif. 

Dengan tingginya kondisi 

perekonomian sebuah negara dan 

didukung dengan tingginya tingkat 

individualisme dari budaya negara 

tersebut maka tingkat korupsi yang 

akan terjadi pada sebuah negara akan 

berkurang. Hal ini dikarenakan 

Individualism bergerak berdasarkan 

norma dan tindakan yang objektif dan 

tidak memikirkan keluarga dan kerabat 

dekat mereka yang dapat menimbulkan 

perilaku tidak etis dalam kehidupan.  

Dengan tingginya budaya individualis 

yang memikirkan dirinya sendiri dan 

tidak memikirkan pemikiran secara 
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kolektif maka akan dapat mengurangi 

tingkat korupsi yang terjadi pada 

sebuah negara. 

Hofstede, (2001) 

menggambarkan salah satu dimensi 

budaya yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yang dapat mempengaruhi 

terjadinya korupsi adalah maculinity. 

Maskulinitas (MAS) mengacu pada 

sejauh mana nilai-nilai seperti 

ketegasan, agresi dan daya saing 

dihargai. Dalam budaya maskulin, 

kesuksesan diukur dengan kekayaan 

yang diciptakan atau diperoleh (Geert 

Hofstede, 2011). Oleh karena itu, tujuan 

akhir lebih penting daripada cara untuk 

mencapai tujuan tersebut (Getz & 

Volkema, 2001).  

Tingginya budaya maskulinitas 

maka seseorang ataupun masyarakat 

akan menempuh jalur apa pun untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan 

meskipun dengan menggunakan cara 

yang tidak benar (Getz & Volkema, 

2001). Efek dari budaya maskulinitas 

ini mungkin akan lebih terasa jika 

kondisi perekonomian sebuah negara 

sangatlah rendah. Mengingat budaya 

dari maskulinitas yang diukur dari 

kekayaan dan pencapaian seseorang 

membuat kemungkinan terjadinya 

korupsi di sebuah negara akan 

meningkat. Hal ini dikarenakan 

masyarakat yang ada pada negara 

tersebut ingin sebuah pencapaian serta 

pengakuan sehingga dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan perilaku 

yang ilegal dan tidak etis. 

Uncertainty avoidance (UAI) 

atau penghindaran ketidakpastian 

merupakan budaya  yang dalam hal ini 

bisa diartikan dengan tingkat toleransi 

dari masyarakat atas hal-hal yang 

mengandung ambiguitas. Hal ini 

menandakan adanya masyarakat yang 

merasa sebuah ketidaknyamanan 

terhadap situasi yang tidak tertata dan 

tidak terstruktur (Geert Hofstede, 

2011).  Dalam budaya ini masyarakat 

erat dengan menjauhi kemungkinan 

yang buruk yang menyimpang terhadap 

hukum ataupun keyakinan atas sebuah 

kebenaran. Getz & Volkema, (2001) 

menyatakan uncertainty avoidance 

(UAI) adalah sejauh mana seseorang 

dalam masyarakat menoleransi 

penyimpangan dan risiko. Dalam 

masyarakat dengan budaya 

penghindaran ketidakpastian yang 

tinggi, anggota masyarakat lebih 

cenderung merasa tidak nyaman dalam 

menghadapi situasi yang tidak terduga 
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karena mereka cenderung lebih 

menyukai stabilitas yang kuat. 

Adanya kondisi perekonomian 

yang ada pada sebuah negara membuat 

seseorang menghindari ketidakpastian 

dalam hidupnya. Perbuatan atas 

perilaku menyimpang dari norma 

kehidupan akan membuat masyarakat 

yang ada pada negara tersebut 

mendapatkan ketidakpastian dimasa 

yang akan datang terkait dengan 

hukum. Ketidakpastian yang terkait 

pada hukum yang bisa menjerat 

masyarakat pada hukuman pidana, 

membuat masyarakat lebih cenderung 

untuk mematuhi semua peraturan dan 

norma yang berlaku. 

Orientasi jangka Panjang atau 

Long-term orientation (LTO) 

mengukur hubungan antara masa lalu, 

sekarang dan masa depan. Masyarakat 

dengan tingkat orientasi jangka panjang 

yang tinggi beradaptasi dengan 

perubahan dan hal-hal baru dengan 

cepat dan lebih mungkin untuk 

menantang otoritas (Mensah, 2014). 

Dengan kondisi perekonomian yang 

ada pada sebuah negara dan tingginya 

budaya orientasi jangka panjang yang 

dianut oleh masyarakat yang ada pada 

negara tersebut maka akan lebih bisa 

untuk berpikir jangka panjang untuk 

tidak melakukan hal yang tidak 

seharusnya yang akan menyebabkan 

masalah hukum dikemudian hari. 

Dengan adanya budaya yang berpikir 

jangka panjang, hal ini dapat 

mendorong seseorang untuk menjauhi 

melakukan hal-hal yang tidak 

seharusnya termasuk melakukan 

tindakan korupsi. 

Hofstede, (2001) 

menggambarkan salah satu dimensi 

budaya yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yang dapat mempengaruhi 

terjadinya korupsi adalah indulgence. 

Budaya indulgensi merupakan sebuah 

budaya yang erat dengan sebuah 

kebebasan dimana masyarakat 

mempunyai kebebasan dalam 

melakukan sesuatu yang membuat 

mereka merasa puas dan senang. 

Sebaliknya, pengekangan identik 

dengan pembatasan terhadap sesuatu 

yang membuat individu tidak bisa 

berbuat sesuai yang ia inginkan (Geert 

Hofstede, 2011). Kaitannya dengan 

kondisi perekonomian yang rendah, 

kebahagiaan yang dikehendaki oleh 

masyarakat akan berkurang. Hal ini 

akan menyebabkan kecenderungan 

seseorang untuk mencari kebahagiaan 
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dengan melakukan hal-hal yang tidak 

seharusnya dilakukan. Perilaku ini akan 

meningkatkan tindakan korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara. 

Untuk menguji efek moderasi 

dimensi budaya pada hubungan antara 

kondisi perekonomian dan korupsi, 

kami mengusulkan hipotesis berikut: 

H4a: Power distance memperlemah 

hubungan negatif antara kondisi 

perekonomian dan tingkat korupsi 

yang terjadi di sebuah negara 

H4b : Individualism maka 

memperkuat hubungan negatif 

antara kondisi perekonomian dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara. 

H4c: Masculinity secara 

memperlemah hubungan negatif 

antara kondisi perekonomian dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara. 

H4d: Uncertainty avoidance  

memperkuat hubungan negatif 

antara kondisi perekonomian dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara. 

H4e: Long-term orientation 

memperkuat hubungan negatif 

antara kondisi perekonomian dan 

tingkat korupsi yang terjadi di 

sebuah negara. 

H4f: Indulgence memperkuat 

hubungan negatif antara kondisi 

perekonomian dan tingkat korupsi 

yang terjadi di sebuah negara. 

3. Metodologi penelitian 

3.1. Sampel dan pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan 

negara-negara yang ada di dunia yang 

terdaftar pada indeks yang akan diteliti 

pada sumber tertentu. Indeks yang 

akan digunakan dalam mengukur 

corporate governance menggunakan 

indeks data dengan merujuk pada 

penelitian (Boateng et al. 2021) yang 

menggunakan data Corporate 

Governance  (CG) yang diambil dari 

indeks Global Competitiveness Index 

(GCI) yang diterbitkan setiap tahun 

oleh World Economic Forum (WEF). 

Pada variabel kondisi perekonomian, 

penelitian ini menggunakan beberapa 

referensi dalam menentukan 

pengukuran yang akan digunakan yang 

mengacu pada penelitian Scholl & 

Schermuly (2020),  Sharma & 

Paramati (2021), Anderson (2015), 

Kimbro (2002), dan Seleim & Bontis 

(2009) yang menggunakan GDP per 

capita yang diambil dari the Global 

Competitiveness Index of the World 
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Economic Forum. Selain itu, dalam 

budaya nasional, penelitian ini akan 

menggunakan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya terkait dengan budaya 

yang ada pada sebuah negara. 

Penelitian ini menggunakan referensi 

penelitian-penelitian sebelumnya di 

antaranya Park (2003) Getz & 

Volkema (2001), Achim (2016), 

Seleim & Bontis (2009), dan Boateng 

et al. (2021) yang menggunakan data 

dimensi budaya nasional yang 

disediakan oleh Hofstede Insight.  

Adapun dalam pengukuran 

variabel korupsi, penelitian ini 

menggunakan indeks yang umum 

dipakai dalam mengukur tingkat 

korupsi pada sebuah negara dengan 

referensi dari beberapa penelitian yang 

telah dilakukan beberapa diantaranya 

adalah Sullivan et al. (2013), Getz & 

Volkema (2001), Seleim & Bontis 

(2009), Park (2003), Boateng et al. 

(2021), Scholl & Schermuly (2020) 

dan Sharma & Paramati (2021) yang 

menggunakan indeks dari Corruption 

Perception Indexs (CPI) Transparency 

International (TI) sebagai ukuran 

dalam menentukan tingkat korupsi 

sebuah negara. Pada penelitian ini, 

peneliti mengambil time series yang 

dimulai dari tahun 2010-2011 hingga 

2017-2018. Pemilihan tahun tersebut 

dikarenakan indeks rata-rata GCG di 

sebuah negara yang diterbitkan oleh 

World Economic Forum (WEF), dan 

World Bank national accounts data 

yang tersedia dengan format yang sama 

adalah mulai dari 2010-2011 hingga 

2017-2018. Adapun jumlah negara 

yang akan diambil dalam penelitian ini 

sejumlah 89 negara. Pengambilan 

jumlah negara ini didasari atas 

ketersediaan data dari indeks budaya 

yang tersedia pada situs Hofstede 

Insight.  

3.2.Definisi operasional variabel dan 

pengukuran 

1. Variable dependen  

Korupsi:  korupsi 

menggunakan CPI yang 

dikembangkan oleh Transparency 

International (TI). Ini mengukur 

tingkat korupsi  yang dirasakan di 

negara-negara di seluruh dunia, dengan 

skor dari 0 (paling  korup) hingga 100 

(sangat tidak korup). CPI diterbitkan 

setiap tahun oleh TI. 

2. Variabel Independen  

a. GCG : Tata kelola perusahaan 

adalah variabel independen 

pada penelitian ini.  Pengukuran 

CG diukur menggunakan 6 
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variabel: (a) perilaku etis 

perusahaan; (b) kekuatan 

standar audit dan pelaporan; (c) 

efektivitas dewan perusahaan; 

(d) perlindungan pemegang 

saham minoritas; (e) kekuatan 

perlindungan investor. Data tata 

kelola perusahaan (CG) diambil 

dari indeks daya saing global 

(GCI) yang diterbitkan oleh 

World Economic Forum (WEF) 

setiap tahun.  Pengukuran setiap 

variabel dari GCG 

menggunakan angka 1-7 yang 

menandakan bahwa 1 

merupakan nilai terendah dan 7 

nilai tertinggi kecuali 

pengukuran pada variabel 

kekuatan perlindungan investor 

yang diukung dari angka 1-10.  

b. Kondisi perekonomian: Pada 

variabel ini peneliti 

menggunakan data pendapatan 

per kapita atau Gross Domestic 

Bruto (GDP). Adapun data yang 

akan digunakan merupakan data 

yang berasal dari Global 

Competitiveness Index of the 

World Economic Forum yang 

datanya berasal dari data World 

Bank 

(https://data.worldbank.org/).  

3. Variabel moderasi  

       Budaya: Pengukuran 

budaya ini mengambil dari 

pengukuran yang berasal dari 

hofstade (2011) yang terdiri dari 6 

dimensi yaitu Power distance, 

Individualism, Uncertainty 

Avoidance, Masculinity, Long Term 

Orientation, dan Indulgence.   pada 

setiap 6 variabel pengukuran budaya 

akan diukur menggunakan angka 1-

100 yang menunjukkan bahwa angka 

1 merupakan angka terendah dan 100 

merupakan angka tertinggi.  

4. Variabel Kontrol 

Political right: variabel 

kontrol ini akan diukur 

menggunakan data political right 

yang diambil dari Freedom House 

yang akan menggunakan angka 

mulai dari 1 yang menunjukkan 

bahwa kebabasan berpolitik pada 

negara tersebut sangatlah bebas. 

Sedangkan angka 7 yang 

menunjukkan bahwa kebebasan 

berpolitik pada negara tersebut 

tidaklah bebas.  

Dalam penelitian ini teknik 

analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda, dengan model 

persamaan sebagai berikut: 



ABIS: Accounting and Business Information System Journal 

Vol 11 No.1 (Februari 2023) 

 

 

120 

*Corresponding Author’s email: alif.nur.irvan@mail.ugm.ac.id 

ISSN: 2302-1500 

https://jurnal.ugm.ac.id/abis 

 

COR = α + β1GCG + β2ECD + 

β3aGCG.PD + β3bGCG.IDV  + 

β3cGCG.MAS + β3dGCG.UAI + 

Β3eGCG.LTO + β3fGCG.IND  + 

β4aECD.PD + β4bECD.IDV + 

β4cECD.MAS + β4dECD.UAI + 

β4eECD.LTO + β4fECD.IND  + β5PR 

+  e 

3.2.Data analisis 

Penelitian ini menggunakan 

PLS versi 3.0. penggunaan ini dipilih 

dikarenakan PLS dilengkapi dengan 

analisis variabel moderator dengan 

pendekatan variabel interaksi yang 

membuatnya (user-friendly). Analisa 

regresi Partial Least Square (PLS) 

bertujuan untuk menghasilkan model 

yang mentransformasikan seperangkat 

variabel eksplanatori yang saling 

berkorelasi. Koefisien parameter 

regresi PLS diperoleh dari korelasi 

langsung antar variabel.  

Analisis keterkaitan antara 

berbagai variabel dilakukan dengan 

pendekatan uji statistik SEM 

(Structural Equation Model, SEM). 

Pendekatan SEM merupakan 

sekumpulan teknik-teknik statistika 

yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan yang relatif 

kompleks secara simultan (Latan & 

Ghozali, 2015).  

4. Hasil dan pembahasan 

4.1.Statistik deskriptif 

Pada hasil statistic  deskriptif 

pada tabel: 2 dapat dilihat bahwasanya 

angka tertinggi dari korupsi ialah 83 

dengan nilai terendah yaitu 5 dan rata-

rata nilai korupsi ialah 39. Adapun 

untuk kondisi perekonomian, angka 

tertinggi dari GDP ditunjukkan dengan 

nilai 119.966.035.000 dan GDP 

terendah sebesar 428.927.000. pada 

variable GCG terdapat 5 pengukuran 

yaitu behaviour of firms (ETHI) 

dengan nilai tertinggi 67 dan terendah 

26, strength of auditing and reporting 

standards (SARS) memiliki nilai 

tertinggi di angka 6,7 dan terendah 

ditinjukkan pada angka 2,8, efficacy of 

corporate board (ACB) memberikan 

angka tertinggi sebesar 6,4 dan 3,1 

dengan angka terendah, protection of 

minority share- holders' interests 

(PMSI) memberikan hasil dengan nilai 

tertinggi 6,2 dan terendah sebesar 2,6, 

dan  strength of investor protection 

(SIP) memberikan nilai 9,7 yang 

tertinggi dengan 2,3 yang paling 

rendah.  
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Budaya dengan 6 dimensi 

menunjukkan hasil nilai tertinggi 100 

yang ditunjukkan oleh power distance, 

masculinity, uncertainty avoidance, 

long-term orientation, dan indulgence 

sedangkan indivisulism memberikan 

skor tertinggi pada angka 91. Adapun 

nilai terendah dari power distance, 

masculinity, uncertainty avoidance, 

long-term orientation, dan indulgence  

dan indivisulism sebesar 11, 5, 8, 4, 0, 

dan 10 pada setiap dimensi. Adapun 

pada variable control yaitu political 

right memberikan angka tertinggi 

sebesar 7,00 dengan terendah sebesar 

1,00.  

Tabel 2. Statistik deskriptif 

 

4.2.Hasil pengurkuran data 

Pengujian validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan convergency 

validity dan discriminant validity. 

Convergency validity (validitas 

konvergen) dari model pengukuran 

dengan model reflektif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item skor 

atau komponen skor dengan konstruk 

skor yang dihitung menggunakan Smart 

PLS 3.0 M3. Ukuran reflektif dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 

dengan konstruk yang ingin diukur. 

Namun demikian untuk penelitian tahap 

awal dari pengembangan skala 

Indikator Mean Median Min Max SD 

ETHICS 4,2.580 3,9.000 2,6.000 67.000 10.233 

SARS 4,8.608 4,7.000 2,8.000 6,7.000 14.796 

ACB 4,7.651 4,7.000 3,1.000 6,4.000 6.630 

PMSI 4,2.560 4,1.000 2,6.000 6,2.000 7.656 

SIP 5,8.664 5,9.000 2,3.000 9,7.000 13.548 

EC 20.747.414.974 11.420.555.000 428.927.000 119.966.035.000 22.653.627.746 

PD 63.949 67.000 11.000 100.000 20.545 

IDV 40.557 33.000 10.000 91.000 22.527 

MAS 49.598 50.000 5.000 100.000 18.356 

UA 66.860 70.000 8.000 100.000 22.153 

LTO 46.267 46.000 4.000 100.000 23.963 

IDN 45.012 44.000 0.000 100.000 22.346 

CPI 49.537 57.000 5.000 83.000 20.424 

PR 2.659 2.000 1.000 7.000 1.811 
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pengukuran nilai loading 0,50 sampai 

0,60 dianggap cukup (Latan & Ghozali, 

2012).  

Pada pengujian convergent validity 

yang dilakukan pada pengujian data ini 

menunjukkan bahwa semua konstruk 

memiliki nilai average variance 

extracted (AVE) diatas 0,5. Dengan 

hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa semua konstruk valid. Pada 

pengujian data yang dilakukan, 

terdapat hasil yang menunjukkan 

bahwa semua konstruk menunjukkan 

hasil yang valid yang ditandai dengan 

nilai diatas 0,5. Hasil dari validitas 

diskriminan ini terlampir pada tabel: 3.  

Pada tahap selanjutnya pada 

pengujian validitas adalah pengujian 

discriminant validity. Pada pengukuran 

ini hasil discriminat validity dilihat 

memalui hasil dari model pengukuran 

reflektif yang didasarkan atas hasil dari 

nilai discriminant validity. Pada 

pengujian ini jika korelasi antar 

konstruk dengan item pengukuran 

lebih besar dari pada ukuran konstruk 

lainya maka konstruk tersebut 

dinyatakan valid. Hasil pada pengujian 

menunjukkan bahwa semua konstruk 

valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai dari 

hasil setiap item pada hasil dari cross 

loading pengukuran lebih besar dari 

ukuran konstruk lainnya. Selain itu, 

pengujian dari  discriminant validity 

(Fornell–Larcker criterion of 

constructs) menunjukkan hasil yang 

valid yang ditandai dengan nilai AVE 

yang lebih besar dari nilai korelasi dari 

setiap interkonstruksi. Selanjutnya, 

hasil dari discriminant validity 

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

menunjukkan hasil yang valid yang 

ditandai dengan nilai setiap konstruk 

lebih rendah dari 0,9. Hasil pengujian 

dari discriminant validity dapat dilihat 

pada tabel: 4 hingga tabel: 6. 

Selanjutnya, pengukuran reabilitas 

pada penelitian yang menggunakan 

PLS dapat dilakukan dengan 

menghitung Composite Reliability dan 

Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas yang 

baik adalah ketika nilai dari Composite 

Reliability > 0,7. Selain itu, metode 

lain yang dapat digunakan dalam 

mengukur reliabilitas dari sebuah 

indikator adalah dengan melihat nilai 

Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas yang 

baik adalah ketika nilai dari Cronbach 

Alpha dari sebuah indikator  > 0,6 

(Latan & Ghozali, 2015).  
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Pada pengujian reliabilitas 

pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa seluruh variabel memiliki nilai 

Composite Reliability diatas 0,7 dan 

memiliki nilai Cronbach Alpha  diatas 

0,6. Dengan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel 

dalam penelitian ini reliabel. Hasil dari 

pengujian reliabilitas ini dapat dilihat 

pada tabel 3.  

Tabel 3 : Construct reliability and validity 

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

COR 1,000 1,000 1,000 1,000 

EC 1,000 1,000 1,000 1,000 

GCG 0,848 0,930 0,894 0,638 

IDN 1,000 1,000 1,000 1,000 

IDV 1,000 1,000 1,000 1,000 

LTO 1,000 1,000 1,000 1,000 

MAS 1,000 1,000 1,000 1,000 

PD 1,000 1,000 1,000 1,000 

PR 1,000 1,000 1,000 1,000 

UA 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

  COR EC GCG IDN IDV LTO MAS PD PR UA 

ACB -0,729 0,661 0,902 0,381 0,572 0,106 -0,028 -0,534 -0,355 -0,365 

CPI 1,000 -0,843 -0,834 -0,292 -0,704 -0,187 0,151 0,712 0,553 0,285 

EC -0,843 1,000 0,730 0,349 0,665 0,178 -0,049 -0,681 -0,426 -0,293 

IDN -0,292 0,349 0,348 1,000 0,209 -0,485 0,025 -0,344 -0,238 -0,171 

IDV -0,704 0,665 0,603 0,209 1,000 0,136 0,031 -0,714 -0,517 -0,235 

LTO -0,187 0,178 0,101 -0,485 0,136 1,000 0,068 0,064 -0,149 0,100 

MAS 0,151 -0,049 -0,057 0,025 0,031 0,068 1,000 0,145 0,017 -0,051 

PD 0,712 -0,681 -0,588 -0,344 -0,714 0,064 0,145 1,000 0,521 0,288 

PMSI -0,731 0,645 0,934 0,355 0,535 -0,018 -0,033 -0,538 -0,257 -0,410 
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Tabel 4: Discriminant validity (cross loading) 

 

Tabel 5: Discriminant validity (Fornell–Larcker criterion of constructs) 

  COR EC GCG IDN IDV LTO MAS PD PR UA 

COR 1,000          

EC -0,843 1,000         

GCG -0,834 0,730 0,798        

IDN -0,292 0,349 0,348 1,000       

IDV -0,704 0,665 0,603 0,209 1,000      

LTO -0,187 0,178 0,101 -0,485 0,136 1,000     

MAS 0,151 -0,049 -0,057 0,025 0,031 0,068 1,000    

PD 0,712 -0,681 -0,588 -0,344 -0,714 0,064 0,145 1,000   

PR 0,553 -0,426 -0,349 -0,238 -0,517 -0,149 0,017 0,521 1,000  

UA 0,285 -0,293 -0,409 -0,171 -0,235 0,100 -0,051 0,288 -0,040 1,000 

 

Tabel 6: Discriminant validity Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

  COR EC GCG IDN IDV LTO MAS PD PR UA 

COR           

EC 0,843          

GCG 0,862 0,74         

IDN 0,292 0,349 0,362        

IDV 0,704 0,665 0,624 0,209       

LTO 0,187 0,178 0,117 0,485 0,136      

MAS 0,151 0,049 0,058 0,025 0,031 0,068     

PR 0,553 -0,426 -0,349 -0,238 -0,517 -0,149 0,017 0,521 1,000 -0,040 

SARS -0,418 0,354 0,619 0,220 0,372 0,038 0,024 -0,333 -0,227 -0,194 

SIP -0,353 0,222 0,532 0,077 0,180 0,101 0,000 -0,158 -0,197 -0,207 

UA 0,285 -0,293 -0,409 -0,171 -0,235 0,100 -0,051 0,288 -0,040 1,000 

ETHICS -0,901 0,805 0,914 0,281 0,608 0,163 -0,126 -0,617 -0,332 -0,386 
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PD 0,712 0,681 0,601 0,344 0,714 0,064 0,145    

PR 0,553 0,426 0,377 0,238 0,517 0,149 0,017 0,521   

UA 0,285 0,293 0,43 0,171 0,235 0,100 0,051 0,288 0,04   

 

 

 

 

 

4.3.Hasil uji hipotesis dan pembahasan.  

Tabel 7 : Hasil pengujian hipotesis   

  Original Sample (O) P Values Kesimpulan 

EC -> CPI -0,521 0,000 Didukung 

GCG -> CPI -0,424 0,000 Didukung 

PD-GCG -> CPI 0,087 0,020 Tidak terdukung 

IDV-GCG -> CPI -0,044 0,298 Tidak terdukung 

MAS-GCG -> CPI 0,051 0,064 Tidak terdukung 

UA-GCG -> CPI -0,137 0,000 Didukung 

LTO-GCG -> CPI -0,035 0,289 Tidak terdukung 

IDN-GCG -> CPI -0,053 0,043 Didukung 

PD-EC -> CPI -0,086 0,046 Didukung 

IDV-EC -> CPI 0,133 0,003 Didukung 

MAS-EC -> CPI -0,087 0,003 Didukung 

UA-EC -> CPI 0,190 0,000 Didukung 

LTO-EC -> CPI 0,021 0,536 Tidak terdukung 

IDN-EC -> CPI 0,098 0,030 Didukung 

PR -> CPI 0,178 0,000 Didukung 

 

 

Pada penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa CGG masih 

memegang peran penting dalam 

terjadinya korupsi pada sebuah negara. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Barros et al. (2019), Agyei-

Mensah (2017), Sullivan et al. (2013), 

dan McGee (2009) yang menyatakan 

bahwasanya peran dari GCG sangatlah 

penting untuk mengurangi tingkat 

korupsi yang terjadi pada sebuah 

negara. Selain itu, kondisi 

perekonomian juga menjadi salah satu 

faktor penting dalam mengurangi 

tingkat korupsi yang terjadi pada 

sebuah negara. Hal ini juga 

diungkapkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sharma & Paramati 

(2021), Ahmed (2017), Kimbro (2002), 

dan Getz & Volkema (2001). Mereka 

menyatakan bahwa terdapat korelasi 

yang kuat antara kondisi perekonomian 

dengan tingkat korupsi yang terjadi 

pada sebuah negara. 

Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi tingkat korupsi pada 

sebuah negara adalah budaya yang ada 

pada negara tersebut. Pada penelitian 

ini, budaya diambil untuk menjadi 

variabel moderasi antara GCG dan 

korupsi yang terjadi. Dengan 

menggunakan data dari berbagai negara 

yang ada dunia, penelitian ini sampai 

pada kesimpulan bahwa rata-rata 

dengan baiknya GCG pada sebuah 

negara, hal ini dapat mengurangi 

tingkat korupsi, yaitu tingkat korupsi 

menjadi lebih rendah dibandingkan 

dengan negara-negara dengan praktik 

GCG yang buruk. Namun, dengan 

dimasukkannya variabel budaya yang 

ada pada negara tersebut, efek GCG 

pada korupsi menjadi tidak stabil pada 

berbagai tingkat signifikansi. Hasil 

penelitian ini memberikan gambaran 

bahwa budaya uncertainty avoidance 

dan indulgence memperlemah 

hubungan antara GCG terhadap korupsi 

sedangkan budaya masculinity 

memperkuat hubungan antara GCG dan 

korupsi meskipun pada budaya 

masculinity tidak menunjukkan hasil 

yang signifikan.   Adapun budaya 

power distance menunjukkan hasil 

yang bertentangan dengan hipotesis 

yang menunjukkan bahwa budaya 

power distance memperkuat hubungan 

antara GCG dan korupsi. Untuk budaya 

long-term orientation memberikan hasil 

bahwa variabel ini tidak berpengaruh 

terhadap hubungan antara GCG 

terhadap tingkat korupsi yang terjadi 

pada sebuah negara. 

Dari sisi kondisi perekonomian, 

masuknya variabel budaya juga 
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menjadikan hasil dari kondisi 

perekonomian terhadap tingkat korupsi 

yang terjadi pada sebuah negara 

menjadi tidak stabil. Penelitian ini 

memberikan hasil bahwa budaya power 

distance dan masculinity dapat 

memperlemah hubungan antara kondisi 

perekonomian terhadap korupsi. 

Sedangkan budaya individualism, 

uncertainty avoidance dan indulgence 

mempunyai peran dalam memperkuat 

hubungan antara kondisi perekonomian 

terhadap korupsi yang terjadi. Adapun 

variabel long-term orientation tidak 

berpengaruh terhadap hubungan antara 

kondisi perekonomian dan korupsi 

yang terjadi pada sebuah negara. 

 

 

 

4.4.Hasil pengurkuran data 

Konstruk (Nilai R-Square) Adjusted R-Square 

Korupsi 0,897 0,893 

Nilai koefisien determinasi yaitu antara 

0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya 

variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Namun, jika nilai 

R2  semakin kecil, artinya kemampuan 

variabel – variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen cukup 

terbatas (Ghozali, 2016). Pada tebel 

4.23 menunjukkan bahwa Adjusted R-

Square sebesar 0,893. 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa beberapa 

hipotesis didukung dengan data yang 

ada. Akan tetapi beberapa hipotesis 

memiliki hasil yang tidak sesuai dengan 

hipotesis awal peneliti. Pada hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa meskipun 

GCG dan kondisi perkekonomian 

sebuah negara berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat korupsi 

yang terjadi pada sebuah negara. Hal ini 

menandakan dan mengindikasikan 

bahwasanya dengan GCG yang baik 

maka akan dapat mengurangi tingkat 

koruspi secara signifikan pada suatu 

negara. Selain itu kondisi 

perekonomian juga memegang peran 

penting dalam menekan kasus 
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terjadinya korupsi pada sebuah negara. 

Lebih dari itu, dengan adanya variabel 

budaya membuat hasil dari GCG dan 

kondisi perekonomian terhadap tingkat 

korupsi yang terjadi menjadi tidak 

stabil. Perbedaan budaya yang ada pada 

sebuah negara menyebabkan hubungan 

antara GCG dan kondisi perekonomian 

sebuah negara terhadap korupsi 

menjadi tidak menentu. Hal inilah yang 

menyebabkan korupsi yang ada pada 

sebuah negara sangat sulit dihilangkan.  

Dikarenakan korupsi 

merupakan fenomena yang sulit untuk 

dihilangkan, maka banyak faktor yang 

harus dipertimbangkan dan diteliti 

seperti pendidikan, politik, agama serta 

kesadaran masyarakat guna 

memberikan gambaran yang lebih luas 

dalam mengurangi tingkat korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara. Penelitian 

ini hanya terbatas oleh faktor 

perekonomian serta sosial yang ada 

pada sebuah negara. Pada penelitian 

selanjutnya tentunya diharapkan dapat 

meneliti faktor-faktor lain terkait 

korupsi diluar dari konteks 

perekonomian dan sosial seperti 

stabilitas politik, agama, kesadaran 

akan kecurangan serta dari Pendidikan. 

Hal ini tentunya akan bisa memberikan 

lebih banyak gambaran untuk 

mengurangi tingkat korupsi yang 

terjadi pada sebuah negara.  
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